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ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Oleh:

Irfan Uluputty

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: irfanuluputty @gmail.com

AssTracT

The issue of journal issues is with regard to development issues in the field of gener-
al government affairs, it needs to be understood that actually is a “gap expectation”
or expectation gap between the development performance achieved at present and the
planned one and benween what is to be achieved in the future with real conditions when
planning is made. For this reason, the author analyzes the development planning of
general government affairs in the Province. The research was conducted using a method
of policy analysis (policy analysis method) which directs the results of comprehensive
studies to be the main consideration in policy formulation. Data analysis was carried
out using SWOT analysis. The conclusions in this study are General government affairs
development planning analysis in the province carried out using SWOT analysis, has
identified the analysis of internal and external environment, which then concluded that
some development planning rationalized on the chosen strategy, namely as follows: 1)
Development of national insight and four basic consensus on life nation and state; 2)
Development of national unity, 3) Fostering inter-tribal and intra-tribal harmony, reli-
gious, racial and other groups, 4) Handling social conflicts in accordance with the pro-
visions of the legislation. 5) Facilitation and coordination of the implementation of tasks
among government agencies in the provincial and district/ city regions. 6) Development
of democratic life based on Pancasila.

Keywords: analysis of planning, development planning, public administration
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expectation” atau kesenjangan lm‘rupun.
antara kinerja pembangunan yang dicapal
saat ini dengan yang direncanakan dan
antara apa yang ingin dicapai di masa
datang dengan kondisi riil saat perencanaan
dibuat. Capaian kinerja pembangunan
bidang ini pada masa pemerintahan periode
sekarang (2013-2018) telahmempengaruhi
kehidupan masyarakat Provinsi saat ini.
Berbagai permasalahan pokok yang
muncul telah seoptimalnya diatasi, namun
pembangunan yang sudah dilaksanakan
masih menyisahkan beberapa catatan yang
belum mewujudkan kehidupan masyarakat
Provinsi yang kondusif. Permasalahan
tersebut menjadi isu strategis daerah dan
menjadi bagian penting dalam rangka
pembangunan berkelanjutan peridode
berikutnya.

Isu strategis urusan pemerintahan
umum lebih kepada dimensi- dimensi
kehidupan berbangsa dan bernegara di luar
urusan pemerintahan yang secara spesifik
telah dibagi menjadi kewenangan pusat
dan daerah. baik urusan absolut maupun
urusan konkuren. Penyelenggaraan urusan
ini, menjadi penting meskipun semua
urusan di daerah harus dilaksanakan secara
utuh dan menyeluruh, sehingga tidak ada
yang tidak tertangani oleh pemerintah.
Konkritnya pada pertimbangan mengenai
pemerintah harus hadir dalam semua sendi
kehidupan manusia dan dalam rangka
mempertahankan keutuhan NKRI. maka
urusan ini perlu menjadi perhatian semua
tingkatan pemerintahan.

Berkenaan dengan urusan
pemerintahan umum di daerah provinsi,

tanggungjawab penyelenggaraannya
berada  ditangan  gubernur sebagai
wakil  pemerintah  pusat..  Beragam

persoalan di wilayah provinsi merupakan
bagian penting tugas gubernur untuk
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menyelesalkannya sesual dengan

kewenangan yang dimilikinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas.
maka dapat dirumuskqn. permasalahan
yaitu: Bagaimana 2m£l|lSlS' perencanaan
pembangunan urusan pemerintahan umum
di wilayah Provinsi?

LANDASAN TEORI

Tinjauan Akademik Pemerintahan

Umum

Penyelenggaraan pemerintahan suatu
negara bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rakyat yang sejahtera dengan
ruang lingkup dan intensitas kegiatan yang
berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia
sebagai negara berbentuk kesatuan atau
unitaris, lapisan struktur penyelenggaraan
pemerintahan  tersebut, dapat  dilihat
dari  keberadaan pemerintahan pusat,
dan pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota). Atas dasar konstitusi.
i o dipegan. olh

) : adiran pemerintahan
pusat pada setiap lapisan pemerintahan

tetap diperlukan dan tidak g iabai
: a
meskipun digunakan e pat diabaikan,

pemerintah pusat

kewenangan ke
pada ;
untuk - melaksanakap Pemerintah daerah

\
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p::*f;cr:m.zh di daerah secara otonom
Salah satu keunikan dan jalinan interaks
penyelenggaraan pemerintahan tersebut
adalah dikenalnya istilah pemerintahan
umum. disamping istilah pemerintahan
pusat dan pemenntahan daerah

Basis awal pemaknaan dan
pemahaman urusan pemerintahan umum
dapat dilithat dan prespektf organisasi
secara  Individual maupun  secara
kesisteman. Darni perspektif organisasi

secara  individual,  penyelenggaraan
pemerintahan akan tergantung
pada sejauhmana setiap organisasi

penyelenggara negara berfungsi efekul.
Dalam hal 1Ini, isu-isu yang penting
bagi terwujudnya efektivitas organisasi
penyvelenggara negara tersebut adalah
spesialisasi. kompetensi, kinerja dan etika
organisasi. Pada sisi lain. dari perspektif

kesisteman. maka  penyelenggaraan
pemerintahan akan tergantung pada
sejauhmana setiap spesialisasi,

kompetensi, kinerja dan etika organisasi
terajut dengan harmonis dalam pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan
negara. Dalam konteks ini, perspektif
kesisteman akan berkaitan dengan isu
legitimasi. demokrasi, dan pembangunan
bangsa (nation and character building).’
Dengan pemahaman tersebut tampak jelas
bahwa penyelenggaraan pemerintahan
dari perspektif kesisteman adalah basis
bagi makna, manfaat dn kesianambungan
efektivitas perspektif individual. Peranan
sebagai basis tersebut yang kemudian
melekat pada urusan pemerintahan yang
dimaknai dan dipahami sebagai urusan
pemerintahan umum.

3 Merujuk pandangan Hamdi. Muchlis. 2014,
Nemahami Dinamika Pemerintahan Umum, hal.
61-62.

Anahsig Perencanaan Pembangunan Uusai)

(Irfan Uluputty)

[.ebih lanjut, Urusan
pemerintahan wmum dapat dimakona dan
dipahami mengikut pandangan orgiansasi
schagar struktur kerjagama orang-orig
untuk mencapai tujuan bersama, Sebagal

struk tur kerjasama, organisasi dimulai oleh

konsep

dua proses utama. Pertama, orang=orang
di dalam organisasi berperan  mengikuti
proses berbagi, yakni lazimnya dikenal
dengan istilah  pembagian  pekerjaan
(division of work). Melalui pembagian
pekerjaan, setiap orang dalam organisasi
berperan  melakukan  kegiatan  yang
terspesialisasi. Dalam hal ini, spesialisasi
akan membuat setiap anggota organisasi
memiliki kompetensi. Namun, pada sisi
yang lain, spesiahisasi juga kemungkinan
akan mendorong anggota organisasi
membentuk demarkasi antara lain berupa

jargon dan nilai, yang membentengi

mereka dari spesialisasi lainnya, Apabila
it terjadi, maka organisasi  akan
kehilangan esensinya sebagai  struktur
kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Kedua, untuk menjamin  nilai  positif
dari spesialisasi dan kompetensi, maka
proses utama dalam organisasi adalah
koordinasi.' Dengan koordinasi, maka
manfaat spesialisasi dirajut menurut satu
pola tertentu, yang memungkinkan setiap
spesialisasi  berkontribusi maksimal bagi
tercapainya tujuan bersama.

Dikemukakan lebih  lanjut  oleh
Surianingrat bahwa algemeen  bestuur
adalah urusan pemerintahan yang ada di

4 Diskusi menpenal kedua proses utama  dalam
organisasi  tersebut,  yakni  spesialisasi  dan
koordinasi umumnya dikaitkan umumnya dikaitkan
dengan tindakan perancangan struktur organisasi.
Dalam hal ini. terdapat dua pasangan isu yaitu:
pasangan pertama berkaitan denpan spesialisasi
dan Koordinasi, dan pasangan kedun  berkaitan
dengan kewenangan dan kontrol. Lihat lones, 2007,
Orgamzational Theory, Design and Change. p. 17-
144.
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daerah dan tidak tercakup dalam penincian
grusan pemerintahan yang diserahkan
oleh pemerintah pusat kepada daerah
vang menjadi urusan rumah tangganya.
bengan merujuk pandangan Lemaire,
ditegaskan bahwa konsep algemeen
bestuur pada masa Hindia Belanda, isi
dan pengertiannya “berbeda” dengan
konsep urusan pemerintahan umum pada
masa kemerdekaan (masa berlakunya
UU Nomor 5 Tahun 1974). Dengan kata
lain istilah Urusan pemerintahan umum
mencakup seluruh urusan pemerintahan
dikurangi urusan pemerintahan yang sudah
didesentralisasikan ke daerah, dikurangi
lagi dengan wurusan yang dijalankan
instansi vertikal di tingkat pusat maupun

di daerah.’

Konsep sebagaimana dikemukakan di
atas. bahwa ruang lingkup pemerintahan
umum melipui  kegiatan  petugas
Pamong Praja yang dalam jabatan kepala
pemernintahan daerah administrasi negara
adalah wakil Pemerintah Pusat yang
memegang kekuasaan sipil di daerah dan
pada dasamya bertanggung jawab sebagai
kepala teritorial dan sebagai wali rakyat
dengan udak mengurangi kewenangan
pejabat-pejabat dinas teknis, spesialistis
baik militer maupun sipil.® Pemerintahan
umum mencakup tugas-tugas (Gubernur,
Residen):

1. mewakili kekuasaan dan menegakkan
kewibawaan pemerintah pusat;
menjamin keamanan dan ketertibang
umum:

o

S Senmnmgrat Bayu. 1980, Ovganisasi Pemerinuhan
W ilayah Adminestras: hal 20-21

6 Koatreks: ruang lmgkup pcmernntahan umum olch
I Waomg 1964 Fengs: Admmistrass Negara, hal
37 ’ P

emen Pembangunan B Vol 5, No. 1/ Juni 2018

37~ 57

3. melaksanakan kebijakan  politik

pcmcrinlah pusat;
4. menguasal lingkungan daerah  hu-
kumnya dan kekayaan alam milik

negara:

memegang kendali atas penduduk,

dan

6. memelihara dan memajukan kemak-
muran dan kesejahteraan dacrah.

Berdasarkan rangkaian uraian tersebut
di atas, maka dapat dinyatakan bahwa
pemerintahan umum adalah kegiatan
pemerintahan yang memiliki dua tujuan.
Tujuan pertama adalah untuk menjamin
berlansungnya keselarasan gerak dari
setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuan kedua adalah untuk menciptakan
terbangunnya kondisi kondusif bagi
setiap  tindakan  pencapaian  tujuan
negara, terutama yang dilakukan menurut
spesialisasi berdasarkan keahlian ataupun
kewilayahan.

N

Pemerintahan umum akan selaly
berkaitan dengan dual hal. yakni:
pembangunan nilaj pemerintahan, dan
pegggmbmgan sistem  spesialisasi yang
beriringan  dengan penyediaan  sistem
koordinasi. Implikasinya, Pemerintahan
umum setidak-tidaknya akan selalu terdiri
dari empat fungsi sebagai berikyt:

1. Pemeliharaan nilaj dan 1

ngka

kebebasan dan terwujudnya kcterti%a:i

dan ketenteraman kemasyarakatan
(framing and ordering).

2. Pembangunan sistem interaks;j antarg
pusat dan daerah (nerworking),

3. Pembinaan untuk terbangunnya kapa-
sitas dan kinerja daerah (facilitating).

4. Pengupayaan keterpaduan kerjasamag,
baik antar sesama instansi pusat
atau antar sesama daerah maupun
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Analisis Porencanaan Pembangunan Urusan  (Irfan Uluputty)

anfara pusat dan daerah, terutama
berupa Koordinasi dan pengawasan
(mregraiing).

sangat dinamis mengikuti perkembangan
masyarakat.’

Berkaitan — dengan pembahasan
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan
residu ini, telah diatur dalam UU tentang
pemerintahan daerah yang pernah ada di
Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada
tabel berikut:

Merujuk  beberapa pandangan vang
saling menguatkan di atas, maka ur.usm}
pemenntahan  umum  dapat  dimaknai
adalah seluruh urusan pemerintahan vang
udak ditangam secara spesifik oleh b:ll:ll:l
lembaga negara, lembaga pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah sehingga

Tabel 1

Urusan Pemerintahan Residu
Menurut UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, UU

bersifat  “residual™, mencakup urusan No. 32/2004, dan UU No. 23/2014"°
pemerintahan |yyNo, 51974 UU No. 22/1999 UU No. 32/2004
vang  berkaitan | : :
:i i b Seluruh urusan Urusan pemerintahan | Urusan pemerintahan

cngan Xeordmast | pemerintahan residu menjadi residu menjadi
anuar Instansi, | residu menjadi Kewenangan daerah kewenangan masing-
pembinaan |Kewenangan Kabupaten/kota, yang | masing susunan
kesatuan dan | pemerintah pusat, dapat didelegasikan pemerintahan Skala
persatuan bangsa, | Yang pelaksanaannya | Kepada camat. lokal oleh kabupaten,
kestabilan politik didekonsentrasikan skala regional

y " | kepada kepala wilayah oleh provinsi, dan

pembinaan L :
¢ (sampai tingkat skala nasional oleh
ketentera m Al | Lecamatan). pemerintah pusat.
dan  keteruiban
umum serta

Penyelanggaraan urusan pemerintahan
residu menurut UU pemerintahan daerah
tersebut pada tabel di atas, dapat dxjelaskan g e
sebagai berikut: ~

1) Pada masa UU Nomor 5“~ i
1974 uru‘san pemenntahan

urusan pemerintahan sisa lainnya untuk
menjaga agar tidak terjadi kekosongan
pemenntahan.

Mengenai urusan pemerintahan umum
vang bersifat residual, model dan isi urusan
pemerintahan residu akan tergantung pada
luas atau tcrbammya urusan pemermtahan _
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[999. urusan pemerintahan residu
ditangani  oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota karena urusan pusat
dan dacrah provinsi ditentutak secara

rinei di dalam UU;

3) Pada masa UU Nomor 32
2004, urusan pemerintahan  residu

['ahun

ditangani oleh masing-masing susunan
pemerintahan. Urusan pemerintahan

residu  skala  nasional  ditangani
oleh  pemerintah  pusat, urusan

pemerintahan residu skala regional
ditangani oleh pemerintah daerah
provinsi, dan urusan pemerintahan

residu skala lokal ditangani oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota;
dan

4) Pada masa UU Nomor 23 Tahun 2014,
urusan pemerintahan residu ditangani
oleh gubernur dan bupati/walikota
di wilayah kerja masing- masing.

Pelaksanaan urusan pemerintahan
residu di  tingkat  kecamatan,
bupati/walikota melimpahkan

pelaksanaannya kepada camat.

Di ujung diskusi mengenai konsep
urusan pemerintahan umum, UU Nomor
23 Tahun 2014 menegaskan bahwa
urusan pemerintahan umum adalah urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
presiden sebagai kepala pemerintahan
yang terkait dengan eksistensi bangsa.
Dalam UU ini, kekuasaan pemerintahan
(presiden) yang dijabarkan dalam berbagai
urusan  pemerintahan, yakni  selain
urusan pemerintahan umum, juga ada
urusan pemerintahan absolut dan urusan
pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut adalah
urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sedangakan urusan pemerintahan

42
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atas urusan pemerintahan
pemerintahan pilihan
werintah pusat, daerah

konkuren terdiri
wajib dan urusan
y;n‘]g dibagiantarapen
' daerah
ahan wajib dibagi dalam

insi.  dan kabupaten/kota
provinsi,  d

Urusan pemerint e
merintahan wajib yang terkait

urusan pe o
asar dan urusan pemei intahan

pelayanan d ‘ iy
wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.
L

Untuk urusan pemerintahan wajib yang
terkait pelayanan dasar ditentukan sl';md%n-
pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin
hak-hak konstitusional masyarakat.

Ruang lingkup urusan pemerintahan

umum, meliputi:

1) pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila.
pelaksanaan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta pemertahanan
dan pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia:

2) pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa;

3) pembinaan kerukunan antarsuku dan
Intrasuku, umat beragama. ras. dan

golo.n'gan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan Jokal, regional, dan

nasional;

4) penanganan konflik sosial  sesuaij
ketentuan Peraturan  perundane-
undangan; i

5) koordinasi pelaksanaap tugas

aptarinstansi Pemerintahap yan
di wilayah Daeralh Provinsj dap
kabupaten/kota untuk menye|
permasalahan yang timby|

men?perhatikan Prinsip demoly
dasasl manusia, pemer. ‘
keistimewaan  dap
potensi serta keanekaragq

g ada
Daerah
esaikan
dengan
asi, hak
ataan, keadilan.
ekhususan,
Man Daergpy
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0)

7)

sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:

pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila: dan

pelaksanaan semua Urusan
Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan Daerah dan tidak
dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Presiden dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan umum di daerah

Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan . (Irfan Uluputty)

melimpahkan  kepada  gubernur
sebagai kepala pemerintahan provinsi
dan kepada bupati/wali kota sebagai
kepala pemerintahan kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, gubernur
dan bupati/wali kota di wilayah
kerja masing-masing dibantu oleh
Instansi Vertikal.  Pelaksanaan
urusan pemerintahan umum dapat
dikonsepkan melalui gambar berikut
ini:

dijelaskan bahwa presiden mcrupakan  Dale
penanggung jawab dan penyelenggara  umu

Konsep Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Men

Mcrujuk gambar di atas, dapat

o
:

Scanned by CamScanner



Jurmnal Manajemen Pembangumna
pusat maka pembiayaannya dibebankan
kepada APBN.

Mendasarkan ~ pada
sebagaimana  dikemukakan
maka ada penentuan parameter yang
secara spesifik menjelaskan mengenal

pemahaman
di atas,

target  pencapaian  penyelenggaraan
pembangunan  urusan pemerintahan
umum. Masing-masing  ditetapkan

indikatornya kemudian dari indikator ini
akan menentukan tujuan apa yang akan
dicapai dan apa yang harus dilakukan
untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini
akan menentukan pendekatan yang harus
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum. Cara dikaji akan memudahkan
dalam rangka menentukan arah kebijakan
dengan program operasional yang jelas,
kesiapan sumber daya aparatur yang
memadai. kesesualan anggaran yang
dibutuhkan, target yang terukur serta
periodisasi waktu yang tepat.

Dengan demikian konsep mengenai
penyelenggaraan urusan pemerintahan

umum merupakan suatu rangkaian
penyelenggaraan  tugas dan fungsi
pemerintah  secara  sistematis dan

terencana serta berkesinambungan. Hal ini
memberikan kejelasan kepada pemerintah
daerah dan pemangku kepentingan
untuk melaksanakan fungsinya secara

berimbang.

Kajian Yuridis Pembangunan Urusan
Pemerintahan Umum

Gagasan konseptual urusan
pemerintahan umum yang telah disepakati
sebagai bagian dari tugas dan fungsi
pemerintah,  dalam  implementasinya
membutuhkan legalitas secara formal,
schingga dapat diterima umum dan
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kculwulmmlulum operasionalnya.

» { 1
Perubahan yu tentang
yang mengatur |u:nyt:|cnggdlda|1
' wmuim, cenderung
ara rinci, bahkan

penyelenggaraan

smiliki '
s PL‘IHL‘I'IHILI']UII
daerah
urusan .
tidak dil’m'mulusll\un sec
ahan bentuk hukum

pcmcrinlulum

perub 29 -
pcmcrinluhun dacrah  tidak  scgera
diikuti dengan pcngorg;mlsuslun yang
qesuai. sehingga perubahan (U justru

menimbulkan ketidakpastian hukum.

umum telah

Konsep pcmcrinlulum
am praktek

asang surul dal
penyelenggaraan pcmcrinlahan da}crah di
Indonesia. Ruang lingkup pemerintahan
umum pada masa lalu tidak dirumuskan
secra tegas, karena sangat tergantung pada
politik desentralisasi yang menjadi filosofi
pengaturan  dalam UU pemerintahan
daerah. Namun demikian adalah suatu
hal yang menarik mengetahui  bahwa
sebagian besar UU tentang pemerintahan
daerah tidak memuat istilah pemerintahan
umum baik dalam batang tubuhnya
maupun dalam penjelasannya. UU tentang
pemerintahan daerah yang tidak memuat
istilah pemerintahan umum tersebut yaitu
sebagai berikut: UU Nomor 1 Tahun 1945,
UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1
Tahun 1957, UU Nomor 22 Tahun 1999.
c!an UU Nomor 32 Tahun 2004. Hanya
tiga UU dan satu penetapan presiden yang
mem}Jat lentang  pemerintahan umuini,
1{]2::(““ szlij‘ Nomor 18 Tahun 1965. UU
mor

Tahun 201‘:1}1;‘0;1 (;)74, c.ian UU Nomor 23

» serta Penpres Nomor 6 Tahun

1959 tentang Penyer
yerahan Pemer;
Umum. rintahan

mengalami p

Sehubungan dengan dinamika
pengaturan mengenai pemerintahan umun
tersebut, semula urusan pc:mcrinmha;l
umum  (algemeen bestuur) mencaktl
kekuqsaan Kepolisian  dan kekuas 4
peradilan, tetapi dibentuknya insti;:::iIj
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institusi  vertikal - yang secara hirakhi dipandang berhasil menetapkan rumusan

bertanggung jawab kepada pemerintah pemerintahan umum dan ruang lingkup
pusat .telah mengurangi bobot urusan  urusan pemerintahan  umum  yang
pemerintahan umum yang sebelumnya  sebelumnya tidak jelas.

bersifat  bebas.  Politik  desetralisasi
yang  kemudian  dianut  dengan
Decentralisatiewet 1903. menimbulkan
pergeseran kewenangan penyelenggaraan

pemerintahan umum, yang sebelumnya : iangg:

; d ggap
dllaksanakan? oleh kepala pemerintahan dan s:r?::;?;ikdalﬁba;;‘ml:::gaian b:;::um : -
pamong praja, kemudiandiinkonporasikan |y Nomo; 99 Tahun 1999. Daerah Aiberi s
kepada badan-badan olonom.  (iskresi yang luas asas : dekonmaﬁ B ol

Pada masa UU Nomor 18 Tahun 1965, meskipun disebut sebagai salah s
istilah ~ pemerintahan ~ umum  telah ..o penyelenggaraan p i
dituangkan dalam UU ini. namundemikian  g,erah akan tetapi tidak Ao e

:tllah pemerintahan umum  hanya  jelas Wilayah-wilayah yang

isebutkan satu kali dalam Penjelasan  perdasarkan asas dekonsent

Pasal 15, yang mengatur mengenai syarat-

syarat untuk dapat diangkat menjadi

kepala daerah. Selain itu. UU in1 sama

sekali tidak memberikan penjelasan

mengenai artinya. Pengaturan yang sumir

atas ruang lingkup urusan pemerintahan

umum tidak mengatur objek spesifik yang

dinyatakan sebagai urusan pemerintahan

umum. Hal ini kemudian menimbulkan

konflik antara pamong praja dan perangkat

sektor (instansi vertikal) dan perangkat
daerah. :

Gerakan Reformasi tahun 1998
kemudian telah mengubah sendi- sendi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
asas dckonsentrasi yang cenderung
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umum di daerah

dalam UU inL
bupati/

urusan pemerintahan
yang dikontruksikan
dilaksanakan oleh gubernur dan
walikota di wilayah kerja masing-masing
yang menerima pelimpahan kewenangan
dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya. gubernur dan
bupati/wali kota di wilayah kerja masing-
masing dibantu oleh Instansi Vertikal
dan dengan pembiayaan bersumber dari

APBN.

Permasalahan yang muncul
kemudian yaitu, sejak berlakunya uu
ini tidak dilaksanakan secara konsisten.
Urusan pemerintahan umum ditunda
pelaksanaannya di daerah. Dampaknya
timbul ketidakpastian dan ketidakjelasan
pembiayaan, organisasi dan aparatur
yang menjalankan urusan ini. Padahal
dalam  kondisi apapun keberadaan
negara (pemerintah) harus tetap hadir
memberikan kepastian layanan publik
dan mengisi kekosongan pemerintahan,

an H Vol 5 No. 1/ Juni 2

018: 37 -57

k ada entitas pcmerintah
Jenggarakannya. Terkait

u;usan pemerintahan
umum di daerah. kondis! faktual dapat

disederhanakan melalul gambar 2.

2 menunjukkan bahwa urusan
2 aind m masih dilakasanakan

daya (kelembagaan,
Tugas dan fungsi

apabila uda
yang menye
pelaksanaan

pemerimahan umu
dengan sumber
biaya. personil) daerah.
berupa program dan
lingkup pelaksanaan urusan
umgumdei) daerah yang mencakup urusan
pemerintahan  yang berkaitan .denga.n
pelaksananaan koordinasi antar 1nstansi,
pembinaan  kesatuan dan persatuan
bangsa. kestabilan politik. pembinaan
ketentraman dan ketertiban  umum
serta urusan pemerintahan sisa lainnya
tidak terus dijalankan dalam situasi dan
kondisi ketidakpastian. Amanat 1810]
Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan
bahwa  pembiayaan  pelaksanaan
urusan pemerintahan umum di daerah

WPP
y
Per ywban
Gambar 2 B
Kondisi Faktual di Daerah ( Dikonsepkan oleh Sadu Wasistiono, 201g)
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sebagaimana dimaksud dibebankan

pada APBN. dan organisasinya dibentuk
menjadi perangkat/instansi pusat belum
dilaksanakan

secara konsisten karena

kebijakan pembentukan dari presiden.

Menyikapr  situasi  dan  kondisi
ketidakpastian di atas. pejabat dapat
melakukan diskresi apabila memiliki

kewenangan guna memberikan kepastian
hukum tetap untuk menjaga agar tidak
terjadi  kekosongan pemerintahan di
daerah. Ketentuan ini dalam Pasal 2
UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan. Atas dasar
pertimbangan sebagaimana dikemukakan
di atas. diperlukan perubahan cara
pandang terhadap kedudukan, tugas
pokok dan fungsi penyelenggara urusan
pemerintahan umum. Hal ini, tentunya
akan  berdampak pada  perubahan
kedudukan. bentuk  susunan  dan
pengisian personil, maupun pengalokasian
penganggarannya. Perubahan kedudukan
organisasi penyelenggara. pembiayaan
dan pertanggungjawabannya. memerlukan
dasar hukum yang memadai dalam bentuk
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi. Perda
ini diperlukan, untuk mengisi kekosongan
dasar hukum karena adanya penundaan
penarikan instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum dari perangkat

daerah menjadi perangkat pusat.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode
analisis  kebijakan (policy  analysis
method) Yang mengarahkan hasil studi
komprehensif menjadi  pertimbangan
utama  dalam formulasi  kebijakan.
Metode analisis kebijakan mengkaji
kebijakan dan instrumen yang digunakan
oleh pemerintah. Khususnya aspek jenis

Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan

(Irfan Uluputty)

dan instrumen kebijakan yang dapat
memecahkan masalah publik yang ada.
dalam arti kebijakan apa yang perlu diambil
atau dilakukan oleh pemerintah agar tujuan
yang ingin dicapai dapat terwujud secara
efisien. Data yang dikumpulkan untuk
diolah dan dianalisis adalah data primer
dan sekunder mengenai penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum yang menjadi
kewenangan daerah provinsi. Analisis data

dilakukan dengan menggunakan analisis
SWOT.

PEMBAHASAN

Isu Strategis

Ruang lingkup penyelenggaraan
urusan  pemerintahan ~ umum lebih
mengarah  kepada dimensi-dimensi

kehidupan berbangsa dan bernegara diluar
urusan pemerintahan yang secara spesifik
telah dibagi menjadi kewenangan pusat
dan daerah, baik urusan absolut maupun
urusan  konkuren.  Penyelenggaraan
urusan ini sejatinya didasarkan pada
pemikiran bahwa semua urusan di
daerah harus dilaksanakan secara utuh
dan menyeluruh, sehingga tidak ada
yang tidak tertangani oleh pemerintah.
Konkritnya pada pertimbangan mengenai
pemerintah harus hadir dalam semua sendi
kehidupan manusia dan dalam rangka
mempertahankan keutuhan NKRI. maka
urusan ini ditegaskan menjadi perhatian
semua susunan pemerintahan.

Berkenaan dengan urusan
pemerintahan umum di daerah provinsi.
tanggungjawab penyelenggaraannya

berada di tangan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dengan kewenangannya
sebagai kepala pemerintahan provinsi
Beragam persoalan di wilayah provinsi
merupakan  bagian penting  untuk
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diselesaikan oleh gubernur sesual dengan
kewenangan yang melekat padanya.
[mplementasinya melalui  penggunaan

semua sumber daya secara efektif dan
efisien untuk mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan.

Untuk mengatasi persoalan
pemerintahan setiap daerah, diperlukan
langkah strategis sesual karakteristik
krusial di tingkat lokal. Kompleksitas
permasalahan lokal yang berkembang
biasanya mengikuti karakteristik
daerah setempat. Untuk itu diperlukan
manajemen pemerintahan yang mampu

menyeselesaikan persoalan secara
komprehensif dan terpadu, sehingga
mampu mendukung pencapaian
kesejahteraan masyarakat di tingkat
daerah.

Sehubungan dengan upaya
penyelesaian persoalan secara

komprehensif dan terpadu. terlebih dahulu
diidentifikasi fenomena yang menjadi
perhatian publik saat ini dan berpotensi
berkembang di masa yang akan datang.
Persoalan tersebut kemudian dipilih atau
ditetapkan sifatnya mana yang berdampak
besar dan memerlukan penyelesaian
sesegera mungkin, mana yang dampaknya
kecil dan sifatnya jangka panjang.
Dari identiifikasi persoalan ini akan
memudahkan langkah penentuan strategi
dan kebijakan yang diambil, diikuti
dengan program-program strategis yang
dibutuhkan.

Berdasarkan pemahaman di
atas, dapat diidentifikasi  beberapa
permasalahan umum di Indonesia terkait
penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum. yang berpontesi mempengaruhi
perkembangan situasi kondisi di Provinsi
sebagai berikut:
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a. Peningkatan potensi ATHG
: k dan keamanan
pertumbuhan

Pertam al
ap stabilitas pqltll
dinamika .
akin tinggi sehingga

kebutuhan hidup
semakin meningkat.
an persaingan yang
kerawanan di

terhad
disebabkan
penduduk yang sem
upaya pemcnuhan
masyarakat  pun
Hal inl menimbulk

berdampak pada potensi :
masyarakat. Munculnya berbagal ancaman

serta gangguan terhadap ketenteraman
dalam masyarakat sehingga menghanlbat
pembangunan di masyarak.at. Data Jun?lal?
tindak kejahatan atau kriminal yang terjadi
di Indonesia, berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren
meningkat sejak tahun 2014-2016. Jumlah
dan risiko tindak kejahatan sebagaimana
dapat dilihat pada data grafik 1.

Grafik 1 menunjukkan angka
kejahatan pada tahun 2016 mencapai
357.197 kasus meningkat 1.2 persen dari
tahun sebelumnya. Demikian pula jumlah
kejahatan yang diselesaikan pada tahun
2016 meningkat 2,27 persen menjadi
209.821 kasus dari tahun sebelumnya.
Sehingga rasio penyelesaian kasus
kejahatan juga meningkat menjadi 58.74
persen dari tahunsebelumnya 58,13 persen.
Sementara risiko terkena tindak kejahatan
pada tahun 2016 sebanyak 140 kejahatan
per 100.000 penduduk, sama dengan tahun
Se'?e]um“}’a- Adapun selang waktu tindak
kejahat.an semakin cepat. Sebelumnya
A T
. aln keretlk. Kondls} di atas,
timbul akibat dam aiwanalll) e R
R cFl) pembangunan dzfn
finoe! penduduk yang semakin

nggi.

ini ﬁréiamiisu‘f Pt eTionS san

pekt:ljaa;] mmarl:wnjzdl 'perhatnan. dan

Indonesia, Pada tah agr  pemerintah
) un 2017, Kepolisian
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(Irfan Uluputty)
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Grafik 1
Jumlah dan Risiko Tindak Kejahatan di Indonesia 2011-2016 (Sumber BPS, 2016)

Republik Indonesia (Polri) menangani
170 kasus terorisme. Kasus tersebut naik
drastis dari tahun sebelumnya yang hanya
82 kasus. Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) menyatakan ada 2,7
juta orang Indonesia yang terlibat dalam
serangkaian  serangan  teror bahkan
jumlah itu belum termasuk pengikut dan
simpatisan jaringan teroris. Menurut
Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan
Konflik Sosial Universitas Indonesia (UT).
sebelum tahun 2010 kelompok teroris di
Indonesia yang menjadi sasarannya adalah
simbol-simbol barat (Far Enemy). namun
setelah tahun 2010 kelompok teroris
mengubah sedikit sasaran mereka dari
yang tadinya Far Enemy menjadi Near
Enemy. hal itu terjadi Jantaran bamyak
anggota teroris yang ditembak mati oleh
pihak kepolisian.”

Data terorisme Indonesia tertinggi
ketiga di antara negara-negara di Asia
Tenggara (ASEAN). Berdasarkan
publikasi ~ Global  Terrorism Index"’
tahun 2016 vang dirilis oleh lembaga
Think Thank asal London, Institute for
Economics and Peace (1IEP), sebagaimana
dapat dilihat pada grafik 2.

Grafik 2 menggambarkan bahwa
Indonesia mendapat skor 4.429 dari skala
10. Indonesia berada di bawah Filipina
yang berada di peringkat pertama dengan
indeks 7.098 dan Thailand 6706,
Dampak aksi teror di Indonesia lebih
tinggi dibanding Malaysia yang men .
skor 2.691. maupun Myanmar | ;
4.167. Sementara itu. Singaj
Brunei menjadi negara di Asi
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Grafik 2
Dampak Aksi Terons di Asia Tenggara Tahun 2015

Sumber- Global Terrorism Index_ 2016

penduduk muslim terbesar  dumia poliik masyarakat sehingga ‘dapat
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kekecewaan masyarakat berkaitan dengan
implementasi demokrasi di negara mereka
tinggal. Dalam praktiknya, demokrasi
tidak serta merta membuat apa yang
menjadi keinginan masyarakat terpenuhi,
misalnya pelayanan publik yang baik,
kebebasan pers dan berpendapat. Hal
tersebut yang pada akhirnya menimbulkan
kekecewaan pada implementasi
demokrasi. Puncaknya. kekecewaan itu
dicerminkan dalam pemilithan umum.
Kedua. terabaikannya hak-hak asasi
manusia dalam sebuah negara juga
sangal berpengaruh terhadap kualitas
demokrasi.

Dilihat dari klasifikasirezim. Indonesia
termasuk dalam flawed democracy."
Secara umum flawed democracy dalam
sebuah negara ditandai dengan adanya
pemilithan umum yang bebas dan adil serta
menghormati  kebebasan sipil. namun
memiliki kelemahan dalam pemerintahan
yang signifikan. budaya politik yang
belum terlalu sehat, dan rendahnya
tingkat partisipasi politik. Demokrasi di
Indonesia sepintas hanya fokus kepada
pemenuhan hak-hak politik saja dengan
diselenggarakannya pemilihan umum baik
di pusat maupun di daerah. Namun hak-

hak sipil dalam beberapa kasus terabaikan.

Ketig'7
ckonomi. sosial
perilaku sosial

(Irfan Uluputty)

menimbulkan persaingan tidak sehat :
dalam mengembangkan usaha mendukung ‘j; )
ckonomi mereka. Hal ini menciptakan
kapitalis dalam masyarakat, dimama
prinsip siapa yang kuat dalam hal ini
pemodal besaryang jumlahnya sedikit.akan A
melenyapkan rakyat kecil yang jumlahnya _
banyak. Dengan demikian dapat merusak :
ketahanan ekonomi wilayah. . ? -

Di sisi lain, foktor globalisasi
/ i e

merupakan determinan ang
mempengaruhi nilai-nilai budaya lok
yang telah berkembang di  de
Masuknya informasi melalui
masa cetak maupun elektronik.
memberikan sajian mengenai per

nilai budaya lokal dia
menghambat kebébas‘an@x
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pemerintahan umum  yang dipengaruhi
oleh faktor-faktor strategls yang berasal

dari dalam organisasi, maupun yang
bersumber dari luar organisasl.
Pelaksanaan  analisis  lingkungan

strategis merupakan bagian dart komponen
strategis dan  merupakan
suatu untuk  memfokuskan
organisasi pada posisi yang terarah dan

perencanaan
proses

serius  menyelenggarakan  fungsinya.
Lingkup analisis lingkungan strategis

meliputi Analisis Lingkungan Internal
dan Analisis Lingkungan Eksternal.
Analisis lingkungan internal dalam bingkai
SWOT Analysis merupakan uraian tentang
dimensi kekuatan (S) dan kelemahan
(W). Sedangkan Analisis lingkungan
eksternal adalah aktivitas analisis tentang
dimensi peluang (O) dengan ancaman
(T). Hasil Analisis kekuatan. kelemahan,
Peluang, dan Ancaman (SWOT Analysis)
menentukan asumsi  strategis dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum Provinsi. Adapun pilihan strategis
dari hasil analisis tersebut meliputi: a)
menggunakan kekuatan yang ada pada
organisasi untuk memanfaatkan peluang;
b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi
ancaman; c¢) mengatasi kelemahan yang
ada dengan memanfaatkan peluang; dan
d) mewaspadai dan mencegah ancaman
kelemahan yang menjadi ancaman bagi
pencapaian visi dan misi.

Pemetaan Kekuatan, Kelemahan,
Tantangan dan Peluang Pembangunan
Urusan pemerintahan umum

Salah satu penyelenggara urusan
pemerintahan umum di Provinsi adalah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol). Berikut ini dijelaskan
pemetaan kekuatan, kelemahan, tantangan
dan  peluang pembangunan urusan
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ahan umum yang dipengaruhi

oleh faktor-faktor strategls yang berasal
orgunisnsi. maupun yang
|uar organisasl.

pcmcrinl

dari dalam
bersumber  dari
analisis lingkungan
strategis merupakan bagian dari komponen
strategis  dan merupakan
untuk memfokuskan
ang terarah dan
fungsinya.

Pelaksanaan

perencanaan
suatu  proses (t
organisasi pada posist M
serius menyclenggarakan :
Lingkup analisis lingkungan strategis
meliputi Analisis Lingkungan Internal
dan Analisis Lingkungan Eksternal.
Analisis lingkungan internal dalam bingkai
SWOT Analysis merupakan uraian tentang
dimensi kekuatan (S) dan kelemahan
(W). Sedangkan Analisis lingkungan
cksternal adalah aktivitas analisis tentang
dimensi peluang (O) dengan ancaman
(T). Hasil Analisis kekuatan, kelemahan,
Peluang. dan Ancaman (SWOT Analysis)
menentukan asumsi  strategis  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum Provinsi.

Adapun pilihan strategis dari hasil
analisis tersebut meliputi:

a) menggunakan kekuatan yang ada

pada organisasi untuk memanfaatkan
peluang;

b) memanfaatkan

: peluang untuk
mengatasi ancaman;
¢) mengatasi kelemahan yang ada

dengan memanfaatkap peluang: dan

mewaspadai dan Mmencegah ancaman

kelema '
han yang menjadi  ancaman

bagi pencapaian Visi dan mijs;j

: ] 1S ;
identifikasi faktol'-gfak)t,s:g dimuly

secara interpg| Maupuyn

i dengan
Yang berpengaruh
cksterna] terhadap
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urusan  pemerintahan

amum di wilayah Provinsi Indonesia.

Lingkungan Internal (Kekuatan dan
Kelemahan)

1)

2)

3)

4)

3)

Kekuatan (Strengths)

perangkat daerah
provinsi  yang menyelenggaran
urusan  pemerintahan  umum  di
provinsi yang berada dalam wadah
Badan Kesbangpol Provinsi.

Tersedianya

Komitmen dan dukungan pimpinan
daerah (gubernur) terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum di provinsi.

Dukungan dan kerjasama yang
baik seluruh SKPD di lingkungan
pemerintah provinsi dalam rangka
penyelenggaraan UPU di wilayah
provinsi.

Tersedianya  kelembagaan Bac.lzin
Kesatuan  Bangsa  dan Politik
Provinsi

Ketersediaan  jaringan kerjasama

dengan stakeholders terkait.

Kelemahan (W?”ﬁ“f?ﬁ; H gibed

Lingkungan Eksternal (Tantangan dan
peluang)

4

1) Tersedianya

2) Pesatnya

3) Adanya kerjasama dengan lembaga :

» Tantangan

1) Globalisasi yang I

(Irfan Uluputty)

Peluang (Opportunities)

regulasi  nasional
sebagai landasan hukum
penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum. ’

perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam
rangka pelayanan publik.

.
R
PR <

yang menangani urusan sejenis
melalui kemitraan antara pemerm

TNI, Polri, LSM, tokoh agama
tokoh masyarakat dan kompo
masyarakat. % )

menjadi 1dec
terjadinya
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Tabel 2

Analisis Lingkungan (nternal dan Eksternal

 INTERI!

)“leuscclmnyn pcrnngknl duerah provmli
yang menyelenggaran urusan
pemerintahan umum- di provinsi yan
berada dalam wadah Badan Kubnngp
Provinsi. - o

2) Komitmen dan dpkunjnn

I Y d'v?) WvInsi

danya

v’-:!'h-n

Iml V| ] baik
‘lmu)‘i"w!'m an |
~ dalam  rangka |

q lWHIIi di wilayah

I

Badan

aan jaringan kerj

mi”‘_’“"li s lerkail

PELX

. '—(‘”‘(Jﬁ {Ii“’rh:.f'ﬁ‘/*) repulast
}:L,“‘l‘l}"/ 1} “-:.“u! an

[,f’l_v‘“\‘,‘;i_l-m}“;w aan b
iw »\:;l 11

I?Z'J‘”“f””"'ﬁ han umum
o
1! J|,‘u|

Pesatnya  perkemba
P ,‘.‘nb"tr:\ivd‘)uul! 1

dalam 1 m»{i\ | pelay
.",'\{._:l nvia i’] 1) |

‘IL 1‘,“\]\.r |
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Anabsis Perencanaan Pembangunan Urusan

Alternatit  Strategi  Pembangunan
Urusan pemerintahan umum

Dart hasil wdentifikast terhadap faktor
determmnan yang berpengaruh baik positif
maupun negaufl terhadap pembangunan
urusan pemerintahan umum, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan penentuan
strategt  yang tepat  untuk mengatasi
persoalan tersebut.  Penentuan strategi
tentu dilakukan dengan melihat hasil
analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang
dan Ancaman/Tantangan, melalui interaksi
faktor. Hasil interaksi faktor tersebut dapat
diidentifikasi dalam 4 (empat) strategi
vaitu: strategi SO, strategi ST, strategi WO
dan startegi WT. Berikut uraian masing-
masing strategi yang dihasilkan.

P  Kekuatan untuk memanfaatkan
Peluang (Strategi SO)

Strategi dalam menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan peluang. yaitu:

1) Penguatan  kelembagaan  Badan
Kesbangpol Provinsi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum (UPU) di wilayah Provinsi.

2) Dukungan perencanaan dar}
pembiayaan APBD provinsi

pelaksanaan UPU di wilayah provinsi.

3) Dukungan sumber daya manusia dan
sarana  penunjang penyelnnsamm

UPU dl Mlayah prom o :ﬁi: rl_.—. ; 1:‘_‘

(Irfan Uluputty) |

|

) Penguatan peringatan  dini, deteksi ‘j
dini dan cegah dini. |
Mengurangi  kelemahan  untuk e
mengejar peluang (Strategi WO) o
Strategi dalam mengurangi kelemahan B
untuk mengejar peluang, yaitu: e
I} Penyusunan regulasi daerah (Perda |
provinsi) berkaitan penyelenggaraan Tl

. 1

UPU di wilayah provinsi.
2) Peningkatan penyerapan aspirasi dini

masyarakat.

Mengurangi  kelemahan untuk '*‘:-.H _
mengelola ancaman/tantangan ' *.Lv*f v
(Strategi WT) ;

Strategi dalam mengurangi kelemahan
untuk menghindari  ancaman/tantangan.
yaitu: 8
1) Penguatan sumber daya yang tenSedm . '
dalam penyelenggaraan UPU_dd!
wilayah provinsi. e ;
2) Peningkatan  peran sel
pemangku kepeg.
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SO

il

Penguatan kelem-
bagaan Badan Kes-
bangpol Provinsi
dalam penyeleng-
garaan urusan pe-
merintahan umum
(UPU) di wilayah
Provinsi
Dukungan peren-
canaan dan pem-
biayaan APBD
provinsi pelak-
sanaan UPU di
wilayah provinsi.

3. Dukungan sumber
daya manusia dan
sarana penunjang
penyelenggaraan
UPU di wilayah
provinsi.

an W Vol 5, No- 1/ Juni 201

8. If — ¢

Tabel3 |
Alternatif Strateg! |
e
ST wO WT
1. Peningkatan |. Penyusunan 1 Pengbl:l::
layan publik regulasi daerah sum va
khususnya di (Perda prpvm—- imﬁ. lms&l
daerah lintas si) berkaitan 1a ycl:'l:)
kabupaten/ penyelengg?- pen -
kota. raan UPU d1 garaan UPU
2 Peningkatan \yilayahpm\fm- di Wll!):!h
kondusivitas SL. pl'O\fms .m |
daerah 2. Peningkatan - um@kw“ |
3y e para pemangku
ingatan dini. aspirasi dini kepentin-
deteksi dini masyarakat. gan dalam
dan cegah dini kpmsunb.:g;
dan budaya
bangsa.
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Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan  (Irfan Uluputty)

yang ada di wilayah dacrah provinsi
dan daerah kabupaten/kota.

6) Pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila.
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